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SISTEM INFORMASI 
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
MODUL PENATAUSAHAAN KARTU 
KREDIT PEMERINTAH DAERAH 
(KKPD)
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Pengaturan Rekening Bank

PENGATURAN

BUD Rekening

RKUD

Kas Umum 
Daerah (RKUD)

Penerimaan 
Daerah

Pengeluaran 
Daerah

SKPD
Input dan Validasi 
Nomor Rekening

PA Rekening SKPD
Pengajuan 

Permohonan

KKPD

Pembuatan KKPD

Pemegang Kartu
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1. Pilih menu Rekening Bank – KKPD untuk menampilkan halaman

rekening bank KKPD.

2. Pada halaman Rekening Bank KKPD klik tombol Tambah Kartu Kredit

untuk menampilkan form tambah kartu kredit.

3. Input Nomor Kartu Kredit, Pilih Bank, Jenis Belanja, Saldo Kartu

Kredit, Pilih SKPD pada form tersebut.

4. Klik tombol Tambah Sekarang untuk menambah rekening KKPD.

5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka data rekening KKPD akan

tersimpan .

1
2

3

3

Pembuatan Rekening Bank SKPD
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1. Pilih menu Rekening Bank – KKPD untuk menampilkan halaman

rekening bank KKPD.

2. Pada halaman Rekening Bank KKPD klik Pilih SKPD untuk

menampilkan data KKPD.

3. Klik tombol Pemegang Kartu, kemudian tekan tambah pemegang

kartu.

4. Pilih Pemegang Kartu Kredit, klik tombol Tambah Sekarang untuk 
menambah pemegang kartu.

5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka Kartu Kredit Pemerintah 
Daerah sudah bisa digunakan.

2

3

Mengatur Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah
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DAFTAR PENGELUARAN RIIL 
(DPR)
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SIKLUS DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Generate
1. DPT
2. NPD

PPK / PPK Unit

Verifikasi DPR

PPK /PPK Unit

Pembuatan DPR

PPTK



SIPD-PUSDATIN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAHalaman Menu Pengeluaran | Pengajuan | DPR KKPD Akun PPTK

1. Pilih menu Pengeluaran – Pengajuan - DPR KKPD untuk menampilkan

halaman untuk Pengajuan DPR.

2. Klik tombol Tambah DPR untuk menampilkan Form Pengajuan DPR.

3. Input informasi mulai dari tanggal, kartu kredit, lalu tekan Tambah Transaksi.

4. Input Transaksi mulai dari kegiatan, sub kegiatan, keterangan, bukti transaksi,

nilai yang dikeluarkan. Jika ada transaksi lebih dari satu, silahkan tambah

transaksi seperti transaksi pertama.

5. Klik tombol Tambah Sekarang untuk menyimpan data Pengajuan DPR.

6. Jika proses diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar

Pengajuan DPR.

1

2

3

4

5
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1. Pilih menu Pengeluaran – Pengajuan - DPR KKPD untuk menampilkan

halaman daftar Pengajuan DPR.

2. Pilih Tab Belum Diverifikasi untuk melihat data pengajuan DPR.

3. Klik tombol Aksi – Verifikasi pada salah satu data DPR untuk menampilkan

form verifikasi DPR.

4. Pilih tanggal verifikasi DPR. Dalam tahapan verifikasi DPR, PPK dapat

menerima dan menolak DPR. Jika ada belanja yang ditolak maka PPK perlu

menginput keterangan penolakan.

5. Klik tombol Verifikasi Sekarang untuk memverifikasi data DPR.

6. Setelah DPR diverifikasi oleh PPK, maka sistem akan otomatis membuat

Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) dan Nota Pencairan Dana (NPD)

1

2
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4
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DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN 
(DPT)
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SIKLUS DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN (DPT)

Verifikasi DPT

BP/BPP

Pengesahan DPT

PA/KPA

Generate
1. DPT
2. NPD

PPK / PPK Unit
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1. Pilih menu Pengeluaran – Pengajuan - DPT KKPD untuk menampilkan

halaman daftar DPT.

2. Pilih Tab Belum Disahkan untuk melihat data DPT.

3. Klik tombol Aksi – Pengesahan pada salah satu data DPT untuk menampilkan

form Pengesahan DPT.

4. Pilih tanggal pengesahan DPT. Dalam tahapan pengesahan DPT, PA/KPA

dapat menerima dan menolak DPR. Jika ada belanja yang ditolak maka

PA/KPA perlu menginput keterangan penolakan.

5. Klik tombol Sahkan Sekarang untuk mengesahkan DPR.

6. Setelah DPR diverifikasi oleh PPK, maka sistem akan otomatis membuat

Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) dan Nota Pencairan Dana (NPD)

1

2

3

4

5



SIPD-PUSDATIN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAHalaman Menu Pengeluaran | Pengajuan | DPT KKPD Akun BP/BPP

1. Pilih menu Pengeluaran – Pengajuan - DPT KKPD untuk menampilkan

halaman daftar DPT.

2. Pilih Tab Disahkan I Belum Diverifikasi untuk melihat data DPT yang sudah

disahkan.

3. Klik tombol Aksi – Verifikasi pada salah satu data DPT untuk menampilkan

form verifikasi DPT.

4. Pilih tanggal verifikasi DPT.

5. Klik tombol Verifikasi Sekarang untuk memverifikasi DPT.

6. Setelah DPT diverifikasi oleh BP/BPP, maka Daftar Pembayaran Tagihan (DPT)

dapat dilanjutkan ke proses pembuatan SPP GU KKPD.

1

2

3

4
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SURAT PERMINTAAN 
PEMBAYARAN (SPP) KKPD
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SIKLUS GU KKPD

Validasi SPP

PPK SKPD

Pembuatan 
SP2D

Kuasa BUD

Pembuatan SPP

BP

Verifikasi SP2D

BUD

Pencairan SP2D

Kuasa BUD

History
(Transaksi & Pajak)

Pembuatan 
BKU

BUD

Verifikasi DPT

BP/BPP

Generate
1.SPM
2.Surat Pernyataan 

PPK SKPD

Verifikasi SPM

Kuasa BUD

Persetujuan
(Generate SPTJM SPM)

PA / KPA
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1. Pilih menu Pengeluaran – SPP - KKPD untuk menampilkan halaman

Surat Permintaan Pembayaran KKPD.

2. Klik tombol Tambah Ganti Uang untuk menampilkan form tambah

SPP KKPD.

3. Pilih Tanggal SPP.

4. Pilih DPT yang inginkan.

5. Masukan keterangan tujuan pembayaran.

6. Klik tombol Tambah Sekarang untuk membuat data SPP GU KKPD.

1
2
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3
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1. Pilih menu Pengeluaran – SPP - Verifikasi untuk menampilkan

halaman daftar Surat Perintah Pembayaran yang perlu diverifikasi.

2. Klik tombol Aksi-Verifikasi untuk memverifikasi SPP.

3. Setelah SPP diverifikasi, maka sistem otomatis membuat SPM dan

Surat Pernyataan

1

2

3



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
(SPM) KKPD
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1. Pilih menu Pengeluaran – SPM - Persetujuan untuk menampilkan

halaman daftar Surat Perintah Membayar yang perlu disetujui.

2. Klik tombol Aksi untuk menampilkan pilihan persetujuan.

3. Klik tombol Setujui Sekarang untuk menentukan SPM SKPD yang akan

disetujui.

4. Menampilkan hasil SPM yang disetujui.

1

2

3
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1. Pilih menu Pengeluaran – SPM - Verifikasi untuk menampilkan

halaman daftar Surat Perintah Membayar yang perlu diverifikasi.

2. Klik tombol Verifikasi untuk memverifikasi SPM.

3. Menampilkan hasil SPM yang diverifikasi.

1
2
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SURAT PERINTAH PENCAIRAN 
DANA (SP2D) KKPD
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1. Pilih menu Pengeluaran – SP2D - Pembuatan untuk menampilkan halaman daftar

SP2D.

2. Klik tombol Tambah SP2D untuk memilih jenis SP2D yang akan dibuat.

3. Klik tombol Pilih SKPD Ini untuk menentukan SKPD yang akan dibuatkan SP2D.

4. Klik tombol Pilih SPM ini untuk memilih nomor SPM yang akan dibuatkan SP2D

nya.

5. Isi data pada form SP2D.

6. Jika SP2D sudah dibuat, klik tombol Tambah SP2D Sekarang untuk menyimpan

data SP2D.

7. Setelah data disimpan, maka sistem akan menampilkan daftar SP2D yang sudah

dibuat.
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1. Pilih menu Pengeluaran – SP2D - Validasi untuk menampilkan halaman

daftar SP2D.

2. Jika SP2D sudah ditentukan, Klik tombol Aksi - Verifikasi untuk

menampilkan form konfirmasi verifikasi SP2D.

3. Pada form Verifikasi SP2D KKPD Pilih Tanggal untuk pilih waktu verifikasi

4. Pilih Setujui.

5. Klik tombol Setujui.

6. Jika proses diatas sudah selesai, maka status SP2D akan berubah menjadi

Tervalidasi.

1

2

4
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1. Pilih menu Pengeluaran – SP2D – Pencairan KKPD untuk Menampilkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KKPD yang akan dilakukan pencairan.

2. Klik tombol Aksi – Transfer Dana untuk menampilkan form konfirmasi

transfer dana SP2D KKPD.

3. Pilih Tanggal pada form konfirmasi.

4. Klik tombol Transfer Sekarang untuk transfer dana SP2D KKPD.

5. Jika Langkah diatas sudah dilakukan, maka system akan menampilkan data

SP2D KKPD yang sudah ditransfer.

1

2

3

4

5



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

